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Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya disharmonisasi Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 dengan peraturan di atasnya, serta pasal-pasal di
dalamnya yang sudah usang. Sehingga Penelitian berfokus terhadap problem yuridis
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001, hambatan dalam revisi Perda
tersebut yang baru masuk ke dalam Prolegda Kota Blitar Tahun 2024, serta tinjuan
siyasah dusturiyah. Sehingga rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1)
Bagaimana problematika yuridis Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001?
2) Bagaimana hambatan dalam merevisi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8
Tahun 20017 3) Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian ini berupa pendekatan perundang-
undangan serta studi komparatif.

Hasil dari penelitian adalah: 1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun
2001 mengalami problem yuridis berupa disharmonisasi dengan peraturan diatasnya
karena pasal-pasal yang sudah tidak relevan. 2) Disharmonisasi Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 disebabkan oleh faktor internal berupa banyaknya
pihak yang dilibatkan dalam penyusunan Ranperda, tidak ada SDM yang mempunyai
keahlian dalam penyusunan Ranperda di Disperindag Kota Blitar, adanya program
prioritas dalam rencana kegiatan Disperindag Kota Blitar setiap tahunnya serta
adanya skala prioritas dalam Prolegda yang memprioritaskan visi misi Walikota dan
daerah dan faktor eksternal yang terdapat di peraturan-peraturan diatasnya yang
belum menjamin kepastian hukum terkait disharmonisasi. 3) Menurut tinjauan
siyasah dusturiyah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001termasuk ke
dalam jenis al-maslahah al-mustanbathah, di dalamnya terdapat magashid as
syariah yakni unsur Hifdzu an-nafsh dan Hifdzu al-aql, akan tetapi unsur hifdzu ad-
din tidak terdapat dalam peraturan daerah tersebut.
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This research is motivated by the disharmony between Blitar City Regional
Regulation No. 8 of 2001 and the regulations above it, as well as the outdated articles
within it. Therefore, the research focuses on the juridical problems of Blitar City
Regional Regulation No. 8 of 2001, the obstacles in revising the regulation, which
has just entered the Blitar City Legislative Program (Prolegda) for the year 2024, as
well as the constitutional political objectives. Hence, the research problem
formulation is as follows: 1) What are the juridical problems of Blitar City Regional
Regulation No. 8 of 2001? 2) What are the obstacles in revising Blitar City Regional
Regulation No. 8 of 2001? 3) What is the constitutional political perspective on Blitar
City Regional Regulation No. 8 of 2001? This research employs a literature review
methodology. The research approach consists of legislative and comparative
approaches.

The results of this research: 1) Blitar City Regional Regulation No. 8 of 2001
experiences juridical problems in the form of disharmony with regulations above it
and irrelevant articles. 2) The disharmony in Regional Regulations is caused by
internal and external factors originating from the Regional Government agencies and
related regulations. Obstacles in revising Blitar City Regional Regulation No. 8 of
2001 include the involvement of many parties in drafting the Regional Regulation
Draft (Ranperda), a shortage of human resources with expertise in drafting Ranperda
at the Blitar City Department of Industry and Trade (Disperindag), the existence of
priority programs in the annual activity plans of Disperindag Blitar City, and the
prioritization scale within the Legislative Program (Prolegda) that prioritizes the
Mayor's vision and mission and the region's objectives. 3) According to the socio-
legal review, Blitar City Regional Regulation Number 8 of 2001 is in line with
siyasah dusturiyah as it contains the magashid as shariah elements, namely the
preservation of the self (Hifdzu an-nafsh) and the preservation of reason (Hifdzu al-

aqgl).
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